
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS 
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI 
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2026 
KPT 14 TAHUN 2026, 9 HLM. 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 14 TAHUN 2026 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU 
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN 
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 
2026. 

 
ABSTRAK:  -  Keputusan        ini         ditetapkan        untuk      melaksanakan      

ketentuaan: untuk mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan 

tersebut, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju 
Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 
Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 
9/HK.03-BA/7173/2/2026 tentang Penetapan Perubahan Surat 
Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. 

 
- Dasar Hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3874); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Manajemen Perubahan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 
Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 
 
CATATAN:    -    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026. 

                -   Lampiran : 3 Halaman 

 


